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ability yang mantap, (3) communication abilitv yang efekuf, (4) moral virtues
yang tinggi, (5) good judgment, dan (6) kaya akan initiative

Berbagai aspek yang diperlukan agar supaya organisasi dapat berfungsi
dengan baik yaitu diperlukan dukungan tata laksana kerja yang mantap melalui
berbagai pendekatan manajemen, seperti: uraian dan pembagian tugas yang jelas
baik di jajaran struktural maupun staf, prosedur tetap dalam setiap pelaksanaan
tugas, dan tata hubungan kerja yang didukung oleh sistem komunikasi yang baik.
Selain itu udak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terus menerus untuk
memilai efektifitas organisasi.



RINGKASAN

Pengembangan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan

Lilik Endahwati

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah organisasi yang bertanggung
jawab terhadap masalah kesehatan di Jawa Timur selain Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan terdapat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat
1 Jawa Timur. Setelah dicanangkannya otonomi daerah, telah dibentuk organisasi
Dinas Keschatan Provinsi Jawa Timur yang disahkan dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000, Penyusunan struktur organisasi Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak dilakukan melalui analisis jabatan.
Pendekatan yang dipakai lebih kearah akdmodatif terhadap dua instansi
sebelumnya vaitu Kanwil Depkes dan Dinas Kesehatan Daerah, dengan harapan
dapat menampung jabatan yang ada scmaksimal mumgkin Penyusunan struktur
organisasi lebih banyak mengacu pada Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah
(Peraturan Pemerintah nomor. 34 tahun 2000); sedangkan mengenai kewenangan
provinsi dalam bidang kesehatan diusahaken masuk dalam tugas pokok dan fungsi
masing-masing sesuai struktur of Fanisasi.

Sejak dikeluarkannya, Peratiifan Pemerintdh nomor 8 sahtin 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (menggantikan PP 84¢mhun 2000) dan
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun-2003 tentanz Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negefi Sipil {PNS) memmbulkan reaksi
pro dan kontra dari kalang#fi birokrat serta menimbulkan keresahan pada pegawai
negeri sipil (PNS) yang mesasa-terancam nasibnya dengan-perampingan ini. PP
8/2000 mempunyai ruh dan-§emangat yang kuat -terhadap efisiensi dalam
penyelenggaraan kewenangan olehdaerah. Tujban kuantitatf restrukrurisasi
organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 8/2003 adalah pengurangan jumiah
dinas dan jumlah pembidangan dalam satu dinas. Dinas Daerah Provinsi
sebanyak-banyaknya 10 Dinas, kecuali Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebanyak-banyaknya 14 Dinas. Besarnya bidang dalam dinas dibatasi
hanya 4 bidang dan | bagian saja.

Menyadari kondisi tersebut maka perlu dilakukan analisis jabatan,
sehingga dihasilkan deskripsi jabatan bidang keschatan yang sesuai dengan
kewenangan provinsi yang diatur dalam PP 25 tahun 2000. Deskripsi jabatan ini
selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan struktur organisasi Dinas
Kesehatan Provinsi. Dengan segala keterbatasan yang ada, dalam penelitian i1
hanya dilakukan analisis jabatan bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi saja.

Penelitian ini sebagai model berfikir dalam penyusunan struktur organisasi
berdasarkan kajian analisis jabatan. Tujuan umum penelitian ini adalah
tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
berdasarkan kajian analisis jabatan. Rancangan penelitian ini adalah analisis
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kualitatif dari hasil pengisian kuesioner analisis jabatan dan wawancara mendalam
(in depth interview) kepada responden (pejabat struktural eselon II dan eselon III
serta pejabat struktural eselon IV yang terkait). Analisis dilakukan dengan
memperhatikan masukan tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi sesuai dengan kewenangan provinsi bidang kesehatan (PP 25
tahun 2000), kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan
(SE Menkes nomor: 1 107/MENKES/VI1/2000), hasil penelusuran dokumen dan
hasii FGD. Serta dengan memperhatikan PP 8 / 2003) dan azas-azas
pengorganisasian. | g

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, beberapa kewenangan
yang mempunyai kesamaan (sasaran, proses, pelaksanaan) dikelompokkan
menjadi satu fungsi, sehingga diperoleh 10 (sepuluh) fungsi Dinas Kesehatan.
Selanjutnya dilakukan departemenisasi berdasarkan fungsi menurut kesamaan
sifat, ruang lingkup dan sasaran menjadi 4 (empat) kelompok, yang nantinya akan
disusun menjadi struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi, Bentuk
organisasinya adalah matriks, yaitu gabungan lini, fungsional dan staf.

Dalam penelitian ini, dikemukakan 3 (tiga) altematif struktur organisasi
Dinas Keszhatan Provinsi Jawa Timur, vaitu: Aliernatf 1, Kepala Dinas
membawahi 4 (empat) Bidang (Pengembangan Program; Upaya Kesehatan dan
Farmakmin; Pencegahan, Pemberintasan Penyakif dan Penyebatan Lingkungan
serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya), dan dibantu oleh
Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsiorial Jabatan Wakil Kepala
Dinas ditiadakan; Alternatif'2: Kepala Dinas membawalii3(tiga) Bidang (Upaya
Keschatan dan Farmakmin, Pencegahan,-Pemberantasan Penyakit dan Penychatan
Lingkungan serta Promosi Keschatan dan Pemberdayaan Sumber Daya) dan
dibantu oleh Bagian Tata Dsaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabfung).
Jabatan Wakil Kepala Dinas ditiadakan Pada alternatif -2, tugas-tugas
perencanaan, pengembangan dan..gvaluasi memjadi /tangeung: jawab Bidang,
dikoordinir dan ditetapkan oleh Kepala Difias. yéng dalam. peélaksanaannya dapat
memanfaatkan kelompok jabatan fungsional. Altemafif 3: dengan mengacu pada
rancangan SKN (Depkes2003), maka depariemenisas) dilakukan berdasarkan
Upaya Keschatan Kesehatan, yaitu: Upaya' Kéesehatan Masyarakat (UKM) dan
l{paya Keschatan Perorangan (UKP), sehingga dalam |struktur organisasi yang
dikemukakan, Kepala Dinas hanya' membawahi 2 (dua) bidang yaitu: Bidang
Program Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan serta dibantu Bagian Tata Usaha
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Spesifikasi jabatan Kepala Dinas Kesehatan adalah: sarjana van 1liki
kmngmpugn dan kompetensi formal di bidang nmjmmﬂqkem—hatfnmjxﬁ
kualifikasi magister. Telah menempuh pendidikan penjenjangan setingkat
SPAMEN ] i i

atau Diklatpim I, pangkat Pembina Utama Muda / Golongan IVc
Ketrampilan kerja: aspek mental dan sosial. Bakat kerja: G (Intelligence) dan V
[Verbaflﬂgﬂ'mde), kemampuan kerja: D (DCP: Direction Control Planning): F
(FIF; Feeling Idea Fact) : wia ot
&3 act), 1 (INFLU: Influencing), D (DEPL: Dealing with

people). Minat: 1b, 2a, 3a, dan 5b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai scorang
manager harus mempunyai keahlian Human Skill dan Conceptual Skill, serta
Stﬂﬂdﬁ personal: (1) taraf intelligence yang setingkat magister, (2) .:md:g”h-
ability yang mantap, (3) communication ability yang efekif, (4) moral virtues
yang tnggl, (3) good judgment, dan (6) kaya akan initiative



berdasarkan kajian analisis jabatan. Rancangan penelitian ini adalah analisis
kualitatif dari hasil pengisian kuesioner analisis jabatan dan wawancara mendalam
(in depth interview) kepada responden (pejabat struktural eselon 11 dan eselon 111
serta pejabat struktural eselon IV yang terkait). Analisis dilakukan dengan
memperhatikan masukan tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi sesuai dengan kewenangan provinsi bidang kesehatan (PP 25
tahun 2000), kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan
(SE Menkes nomor: 1 107/MENKES/VII/2000), hasil penelusuran dokumen dan
hasil FGD. Serta dengan memperhatikan PP 8 / 2003) dan azas-azas
pengorganisasian.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, beberapa kewenangan
yang mempunyai kesamaan (sasaran, proses, pelaksanadn) dikelompokkan
menjadi satu fungsi, sehingga diperoleh 10 (sepuluh)} fungsi Dinas Kesehatan.
Selanjutnya dilakukan departemenisasi berdasarkan fungsi menurut kesamaan
sifat, ruang lingkup dan sasaran menjadi 4 (empat) kelompok, yang nantinya akan
disusun menjadi struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi. Bentuk
organisasinya adalah matriks, yaitu gabungan lini, fungsional dan staf.

Dalam penelitian ini, dikemukakan 3-(tiga) alternatif struktur organisasi
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa.Timur ~vaite; AMematif 1, Kepala Dinas
membawahi 4 (empat) Bidang (Pengembangan Program; Upaya Kesehatan dan
Farmakmin; Pencegahan, Pemberantasan Penvakil flan’ Penyehatan Lingkungan
serta Promosi Kesehatan fan. Pemberdayaan Sumber Dava) dan dibantu oleh
Bagian Tata Usaha dan Keéelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Wakil Kepala
Dinas ditiadakan; Alternalif 2 Kepala Dinas membawahi 3. (tiga) Bidang (Upaya
Kesehatan dan Farmakmin, Péncegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan serta Promosi Keschatan dan Pemberdayaan Sumber Daya) dan
dibantu oleh Bagian TamlUSiha.dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabfung).
Jabatan Wakil Kepala ‘Dinas ditiadakan' Pada alternafif” 2, tgas-tugas
perencanaan, pengembangan dan cvaluasi menjadi tanggung jawab Bidang,
dikoordinir dan ditetapkan oleh'Kepala Dinas. yang dalam pelaksanaannya dapat
memanfaatkan kelompok jabatan-fangsional. Alternatif 3 dengan mengacu pada
rancangan SKN (Depkes 2003}, waka departernenisasi dilakukan berdasarkan
Upaya Keschatan Kesehatan, yaitu: Upaya Keschatan Masyarakat (UUKM) dan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), sehingga dalam struktur organisasi yang
dikemukakan, Kepala Dinas hanya membawahi 2 (dua) bidang vaitu: Bidang
Program Kesehatan dan Pelayanan Keschatan serta dibantu Bagian Tata Usaha
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Spesifikasi jabatan Kepala Dinas Kesehatan adalah: sarjana yang memuliki
kemampuan dan kompetensi formal di biding manjemen kesehatan dengan
kualifikasi magister. Telah menempuh pendidikan penjenjangan setingkat
SPAMEN atau Diklatpim 11, pangkat Pembina Utama Muda / Golongan Ve
Ketrampilan kerja: aspek mental dan sosial. Bakat kerja: G (Intelligence) dan V
{Verbal Aptitude), kemampuan kerja: D (DCP: Direction Control Planning), F
(FIF: Feeling Idea Fact), 1 (INFLU: Influencing), D (DEPL: Dealing with
people). Minat: 1b, 2a, 3a, dan 5b. Kepala Dinas Kesehatan sebagai seorang
manager harus mempunyai keahlian Human Skill dan Conceptual Skill, serta
standar personal: (1) taraf infelligence yang setingkat magister, (2) leadership



ABSTRACT

Organizational Development Of East Java Provincial Health Office
According To Government Regulation Number 25/2000
Based On Job Analysis

Lilik Endahwati

This study was a thinking model in formulating an organizational structure
based on job analysis. The objective of the study was to develop an organizational
structure of East Java Provincial Health Office (PHO) in the era of
decentralization based on job analysis approach. East Java PHO was chosen as the
object of study due to the fact that the establishment of East Java PHO (according
to Provincial Regulation No. 37 / 2000) was not based on job analysis but on
accommodating two nstitutions i.e. the Provincial Office of Ministry of Health
(Kantor Wilayah Kesehatan) and the former Provincial Health Office (Dinas
Kesehatan Provinsi). The |mplememal1m'l ufﬁﬂmmnm Regulation No. 8 and 9
/ 2003 rose some ‘job unm‘taml}r feeling’ amnng mmugus and staffs of the
institution. :

Job analysis should be used to answer, thc_tjfgaﬁiﬂtioﬂal reatm:tuﬂng of
PHO. This was a qualitatiye analysis study, where data was obtained by in-depth
interviews and group discussionsThe samples were structural officers from
echelon 11, 111, and IV of Bast Java-PHO_ The result of the study showed that the
job description of the Head of*PHQ can be grouped  into géneral jobs,
administrative jobs, and technical jobs (in line with the existing'regulation of PP
25/2000 and SE Menkes No. 1107/MENKES/VII/200). An. organizational
structure of PHO can be constructed by groiiping siumilar task and function. There
were 3 alternatives of PHO orgamzational stuctite can be suggested.

The Head of PHO should have a gualification as job specification lLe.
master in health science, grade [V ¢, pood working capability both mentally and
socially. As a top manager, she/he should have a conceptual skill and standard
personal requirements: intelligence 15 at a level of master's degree, a strong
leadership, an effective communication ability, a high moral vinues, good
Judgment, and full of imtiatives.

Key words: Job analysis, job description, job specification, organization structure,
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